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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, maka dapat disimpulkan 

beberapa hal sebagai berikut: 

1. Kinerja keuangan Dinas Pendididkan dan Kebudayaan Prov NTT jika dilihat 

dari analisis rasio pendapatan daerah masih sangat rendah dilihat dari rata-

rata Analisis varians sebesar Rp. 33.407.500 (kurang baik), rasio efektivitas 

sebesar 79,82% (kurang baik) dan analisis pertumbuhan pedapatan daerah 

sebesar 25,16% (sedang) disebabkan kurangnya sarana prasarana dan 

sosialisi  . 

2. Kinerja keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov NTT jika dilihat 

dari analisis varian belanja sebesar 93,94% (cukup baik), analisis 

pertumbuhan belanja daerah sebesar 36,06% (kurang baik) , rata-rata rasio 

belanja operasi 57,48%, rata-rata rasio belanja modal 14,68%,   rata-rata 

rasio belanja langsung 51,64%, dan rasio efisiensi belanja sudah dikatakan 

efisien karena pemerintah daerah sudah baik dalam menghemat 

keuangannya (<100 %) sebesar 93,94%.Hal ini menunjukan sebagian besar 

dana yang dimiliki Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. NTT masih 

diperioritaskan untuk belanja operasu sehingga belanja modal relatif kecil. 

 



88 
 

6.2 Saran 

1. Pemerintah Daerah perlu meningkatkan kinerjanya, agar menjadi semakin 

baik dengan cara lebih memaksimalkan serta lebih menggali potensi yang 

ada pada daerahnya, agar pendapatan asli daerah yang diperoleh lebih 

banyak sehingga dapat membiayai kegiatan pembangunan di daerahnya 

maupun kebutuhan belanja daerahnya.  

2. Pemerintah Daerah harus memperhatikan proporsi belanja modal agar 

memiliki dampak dalam pembangunan di daerah 
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